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ABSTRAKSI

Sitti Masithah (NIM. 11110608) Skrispsi dengan judul
“Pengelolaan Dana Pensiun Menurut Peraturan Perundang-
undangan dan Hukum Islam”. Diajukan untuk memenuhi salah
satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S. Sy) Fakultas
Syariah, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta.

Latar Belakang masalah dari penelitian ini adalah Indonesia
memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan
perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Dana pensiun
dikelola oleh PT Principal Indonesia, sebuah perusahaan yang
memang bergerak di bidang dana pensiun, yang pernah
mencoba mengembangkan dana pensiun dengan sistem
syariah, yakni dana yang terkumpul akan diinvestasikan pada
jenis-jenis usaha yang tidak melanggar kaidah Islam. Oleh

karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana

konsep dana pensiun sebagaiman diatur dalam Peraturan
perundang-undangan dana pensiun, dan konsep dana pensiun |
sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, 2) ‘Bagaimana analisis
komparatif ke’gentuan pengelolaan dana pensiun menurut
peraturan perundang-undangan dan hukum Islam?. Penelitian
skripsi ini dengan metode penelitian kepustakaan (Library
research).
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Hasil analisis dari dana pensiun menurut Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola
dan menjalankan program pensiun berdasarkan manfaat
pensiun, sedangkan dana pensiun menurut Hukum Islam adalah
badan hukum yang mengelola dan menjalankan program
pensiun berdasarkan prinsip syariah. kesamaannya pada kedua
sistem ini, sama-sama mengelola program dana pensiun bagi
masyarakat yang sudah tidak bekerja lagi agar mendapat
tunjangan dimasa tuanya. Perbedaan yakni dari segi aspek hak
peserta apabila peserta pensiun meninggal maka hak pensiun
akan diserahkan kepada ahli warisnya sedangkan dalam
Hukum Islam ahli waris disebut dengan hibah muqayyadah,
dari segi manfaat peserta, menurut perundang-undangan
peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat
Pensiun, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang
ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun sedangkan dalam
Hukum Islam peserta berhak menarik dana miliknya dana
pensiun syariah wajib menunaikannya, pada saat peserta
bersangkutan mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam
peraturan dana pensiun, dan dari segi investasi menurut
perundang-undangan  investasi yang dilakukan tidak
menggunakan akad salah satunya yaitu investasi deposito,

sedangkan pada investasi syariah menggunakan investasi

Xvii




deposito syariah dengan menggunaka akad mudharabah.
Kesimpulan penilitian ini adalah dalam pengelolaan dana
pensiun konvensional dan dana pensiun syariah harus ada
pemisahan yakni sistem dana pensiun syariah' agar terhindar
dari riba sedangkan dana pensiun konvensional pengelolaan

yang berbasis bunga.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 1 Juli 2015, BPJS (Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan bentuk
pemerintah mulai menjalankan program jaminan
pensiun (JP). Banyak pelaku usaha, pekerja dan
masyarakat yang belum paham. Kemana arah program
pensiun program pensiun pekerja di Indonesia berjalan.
Pemerintah sedang giat merancang Program Iuran Pasti
(PPIP) bagi pegawai negeri sipil (PNS) untuk
mengurangi beban APBN para pensiunan yang tidak
lagi kecil. Ada JHT (Jaminan Hari Tua, akan ada
Jaminan Pensiun (JP), dan sebagian pelaku usaha sudah
memiliki program pensiun atau pesangon melalui
DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan).

Fakta lain yang terjadi di Indonesia ada sekitar 63
juta pekerja formal. Sayangnya, tidak lebih dari 5% dari
mereka yang telah memiliki program pensiun atau hari
tua. Saat terjadi ledakan pensiunan ditahun 2040 nanti,
dimungkinkan para pensiun akan hidup dibawah
standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Jangankan

1




untuk mempertahankan gaya hidup seperti sekarang,
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja akan
semakin  sulit. Inilah masalah dan potret
ketenagakerjaan di Indonesia. Masa pensiun yang
belum pasti menghantui jutaan pekerja. Ditengah
kebimbangan, bagaimana mekanisme Jaminan Pensiun
di Indonesia BPJS Ketenagakerjaan dan DPLK,
keduanya memiliki orientasi untuk menyiapakan
kesejahteraan pekerja agar lebih baik di masa pensiun,
saat tidak bekerja lagi. Keduanya bersifat saling
melengkapi untuk melengkapi kemaslahatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Pensiun. Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang
bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan
yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan
smemberikan penghasilan setelah peserta memasuki
usia pensiu, mengalami cacat total teta, atau meninggal
dunia. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagaankerja yang selanjutnya disebut BPJS
Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang
dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
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2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.'
BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial)
Ketenagakerjaan  merupakan  transformasi  dari
jamsostek sebagai amanat dari Undang-undang Nomor
24 Tahun 2011 tentang BPJS dan akan mulai beroperasi
pada 1 Juli 2015 untuk menjamin seluruh rakyat agar
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
Dengan demikian seorang karyawan atau pekerja
paling tidak harus memiliki simpanan atau tabungan
hari tua baik berupa uang atau barang. Simpanan
perorang ini mengalami tantangan dari kehidupan
modern yang konsumtif sebagai konsumen kredit,
termasuk  kartu kredit dan iklan-iklan yang
menggiurkan  telah mengubah pola  konsumsi
masyarakat, dan menekan simpanan masyarakat adalah
cara terbaik untuk mempertahankan kesejahteraan hari
tua, yaitu melalui program pensiun baik dilakukan
perorangan  ataupun  dalam  keharusan  dalam

perusahaan.2

! Peraturan Program Tentang Penyelenggaraan Progam Jaminan
Pensiun Nomor 45 Tahun 2015 pasal 1
? Siagian, Hasilohan, Managemen Dana Pensiun di-Indonesia, (Jakarta:
PT Bpk Gunung Mulia, 1994), cet, Ke-2 hal 39




Secara psikologis, jaminan tersebut merupakan
suatu keringanan dalam menghadapi hari tua serta
memberikan kepastian akan masa depannya sehingga
dapat memberikan motivasi untuk bekerja lebih giat
lagi.?

Penyelenggaraan program pensiun mengandung
asas kebersamaan seperti halnya program asuransi.
Sebagai contah, bila peserta program pensiun
mengalami musibah, baik cacat ataupun meninggal
dunia, yang mengakibatkan terputusnya pendapatan
sebelum memasuki masa pensiun, maka kepada pesarta
tersebut akan diberikan manfaat sebesar yang dijanjikan
atas beban dana pensiun. Fungsi tabungan, karena
program pensiun bertugas untuk mengumpulkan dan
mengembangkan dana  yang merupakan dana
terakumulasi dari juran peserta, dimana iuran tersebut
di perlakukan seperti halnya tabungan. Selanjutnya,
luaran tersebut akan di kelola dan dikembangkan, yang
nantinya disaat pensiun atau akhir masa program, dana
yang terkumpul akan digunakan untuk membayar

manfaat pensiun peserta. Besarnya manfaat yang

? Kadar, Budimat et.al, Makaluh Lembaga Keuangan Non Bank,
(Jakarta: MPI: 2002)




diterima oleh peserta sangat  bergantung pada
akumulasi dana yang disetor dan hasil pengembangan
dari iuran tersebut.*

Undang-undang nomor 11 Tahun 1992 tentang
Dana Pensiun merupakan kerangka hukum dasar untuk
dana pensiun swasta Indonesia. Undang-undang ini
didasarkan pada prinsip “kebebasan untuk memberikan
janji dan kewajiban untuk menepatinya” walaupun
pembentukan progarama dana pensiun bersifat sukarela,
hak penerimaan manfaat harus dijamin.

Tujuan utama dianjukan Undang-undang pensiun
adalah menetapkan hak peserta, menyediakan standar
peraturan yang dapat menjamin diterimanya manfaat-
manfaat pensiun pada waktunya, memastikan bahwa
manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan
yang berkesinambungan pagi para pensiunan, untuk
memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun,
mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana
pensiun jangka panjang, memastikan dana tersebut

tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk

* Nurul Huda-Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan

Teoretis Dan Praktis, (Jakarata, Kencana Prenada Media Grup: 2010), hlm

340.




investasi- investasi yang mungkin berisiko dan tidak
sehat, tetapi akan mengalir kepasar-pasar keuangan.’

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992,
tentang dana pensiun “Dana Pensiun adalah badan
hukum yang mengelola dan menjalankan program yang
menjanjikan manfaat pensiun”.

Dari definisi tersebut diatas adalah dapat ditarik
kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan lembaga
atau badan yang mengelola program dana pensiun yang
dimaksud untuk memberikan kesejahteraan kepada
karyawan suatu perusahaan terutama yang telah
pensiun. Penyelenggaraan program tersebut dapat
dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan
kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan
jasa pengelolaan program pensiun, misalnya Bank-bank
umum atau pada perusahaan asuransi jiwa.® Investasi
dana pensiun konvensional diarahkan pada peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015

tentang investasi dana pensiun.

M. Nur Rianto Al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung, CV
Pustaka Setia, 2012), him. 298
% Dahlan Slamat, “Manajemen Lembaga Keuangan”, (Jakarta .
Lembaga Penerbit FE-UI, 2004), Cet, ke-4 hal. 466
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Selain dana pensiun (umum) konvensional, dana
pensiun syariah juga telah merambah di Indonesia,
seperti PT Principal Indonesia, sebuah perusahaan yang
memang bergerak didana pensiun, yang pernah
mencoba memulai mengembangkan dana pensiun
dengan sistem syariah. Prinsip dasarnya tentu saja tetap
sama. Yakni dana yang terkumpul akan diinvestasikan
pada jenis-jenis usaha yang tidak melanggar kaidah
Islam. Namun sayang dalam perjalanan perusahaan ini
mengalami kesulitan likuiditas, dan akhirmya malah
diakusisi perusahaan sehingga program pensiunnya
terhenti.

Sebagaimana perkembangan lembaga keuangan
syariah pada umumnya, kini Dana Pensiun Syariah
sudah mulai di praktekan di Bank-bank yang berbasis
syariah salah satunya Bank Muamalah. Melalui
pedoman umum program penyelenggaraan program
pensiun berdasarkan prinsip syariah.

Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang
dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah.
Landasan hukum operasional dana pensiun syariah,
dalam konteks regulasi misalnya, pada tahun 2013 lalu

DSN MUI resmi menerbitkan fatwa tentang dana




pensiun syariah yaitu fatwa nomor 88 tentang
penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip
syariah  kedepannya dana pensiun berbasis syariah
dapat menjadi pilihan menarik bagi umat muslim untuk
merencanakan hari tua yang bahagia. Dengan
dikeluarkan Fatwa MUI terkait dana pensiun syariah
tersebut memberikan label hala bagi bagi Dana Pensiun
Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga
Keuangan (DPLK) untuk mengelola dana pensiun
secara prinsip syariah. Setiap pengelolaan dana pensiun
syariah hanya boleh diinvestasikan pada instrument-
instrumen yang dibenarkan menurut Fatwa DSN.
Dengan banyaknya instrument investasi
penyelenggaraan program Dana Pensiun berdasarkan
prinsip syariah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 88/
DSN-MUI/ XI/ 2013 adalah bahwa dalam rangka
mempersiapkan kesinambungan penghasilan seseorang
pada saat masa purna bakti, perlu dilakukan
penghimpunan dan pengelolaan dana melalui dana
pensiun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,
dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan

program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Investasi
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dalam dana pensiun - syariah diarah berdasarkan
pedoman umum penyelenggaraan program pensiun
yakni Fatwa DSN-MUI Nomor 88/ DSN-MUI/ XI/
2013. Investasinya sesuai dengan peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 yang jenis
investasinya menggunakan prinsip syariah.  Dari
peraturan OJK investasi dana pensiun menggunakan
beberapa akad yakni akad mudharabah, akad wakalah,
dan akad hibah.’

Jadi, dengan adanya beberapa perbedaan pada dana
pensiun umum dana pensiun syariah. Maka
permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah
mengenai perbedaan dan persamaan yang terdapat pada
Pengelolaan Dana Pensiun Menurut Peraturan
Perundang-undangan dan Hukum Islam.

Oleh karena itu penyusun ingin mengkaji dan
menganalisis bagaimana dana pensiun secara umum
dan dana pensiun secara syariah. Maka tulisan ini
penulis beri judul: Pengelolaan Dana Pensiun
Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan

Hukum Islam.

7 Fatwa DSN-MUI Nomor 88/ DSN-MU!/ XI/ 2013 tentang Dana
Pensiun
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas sebagai
berikut: |
1. Bagaimana konsep dana pensiun yang diatur dalam

Perundang-undangan dan Hukum Islam?
2. Bagaimana analisis komparatif = ketentuan
pengelolaan dana pensiun menurut peraturan

perundang-undangan dan hukum Islam?

. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini tidak
terlalu luas, maka penulis membatasi pokok persamaan
dan perbandingannya hanya pada aspek hak peserta
dana pensiun, manfaat peserta dana pensiun dan
investasi dana pensiun, menurut perUndang-undangan

dana pensiun dan hukum Islam.

Adapun rumusan masalah difokuskan pada
beberapa pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep dana pensiun sebagaimana diatur
dalam perundang-undangan dana pensiun dan
konsep dana pensiun sebagaimana diatur dalam

hukum islam?
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2. Bagaimana analisis komparatif ketentuan
pengelolaan dana pensiun menurut peraturan

perundang-undangan dan hukum Islam?

. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dari

penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perbedaan antara konsep dana
pensiun sebagaimana diatur dalam  perundang-
undangan dana pensiun dan hukum Islam.

2. Untuk mengetahui analisis komparatif ketentuan
pengelolaan dana pensiun menurut peraturan

perundang-undangan dan hukum Islam.

. Kajian Pustaka

Bahan-bahan pembahasan dalam penelitian ini
diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library
research), yaitu data-data didapatkan melalui penelitian
terhadap literatur yang ada kaitannya dengan penulisan
penelitian.

Bahan kajian pustaka yang telah dilakukan, penulis
belum mendapatkan tulisan atau laporan yang memuat

tentang Pengelolaan Dana Pensiun menurut peraturan



Perundang-undangan dan Hukum Islam. Penulis
mendapatkan pembahasan tentang dana pensiun antara1
lain adalah sebagai berikut:

1. Analisis Pengelolaan Dana Pensiun Pegawai Swasta
Oleh Lembaga Keuangan Syariah Menurut Hukum
Islam Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, oleh Ali Marina,
110111060514, Fakultas Syariah UIN Bandung. -

Skripsi yang ditulis oleh saudari Ali Marina
membahas mengenai pengelolaan dana pensiun
pegawai Swasta menurut hukum Islam dikaitkan
dengan undang-undang dana pensiun.

2. Manajemen Pengelolaan Dana Pensiun DPLK PT
Bank Muamalat Indonesia Tbk. Ditinjau Dari Aspek
Hukum Islam, oleh Mulyani, 9946100284, Fakultas
Syariah Dan Hukum UIN Jakarta,

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan DPLK
Pada PT. BANK MUAMALAT INDONESIA. Oleh
Nurul Amalia, tahun 2006, penerbit Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Permasalahan yang ditiliti dalam skripsi ini
mengenai bagaimana mekanisme Pengelolaan Dana

Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), dan apa
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tinjauan hukum [slam terhadap mekanisme
pengelolaan akan DPLK di DPLK BMI. Oleh karena
itu, dana pensiun yang dibentuk dalam program
pensiun iuran pasti, dan mengenai tinjauan hukum
Islam dalam pelaksanaannya DPLK BMI dikelola
berdasarkan konsep syariah yaitu menggunakan
konsep titipan bagi hasil (mudharabah). Dimana
lembaga DPLK mengelola dan nasabah agar
diperoleh keuntungan, dari keuntungan yang
diperoleh dengan kesepakatan bersama.

. Skripsi yang ditulis oleh saudari Mulyani membahas
tentang manejemen pengelolaan dana pensiun
lembaga keuangan (DPLK) di PT Muamalat ditinaju
dari aspek hukum Islam.

. Tanggapan Dan Harapan Nasabah Terhadap Dana
Pensiun Lembaga Keuanagan Bank Muamalat
Indonesia. (Studi Kasus DPLK BMI Cabang Bogor),
oleh Andri Isma’il Tholabi, Tahun 2004, penerbit:
Universitas Djuanda Bogor.

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini
mengenai tanggapan dan harapan terhadap DPLK di
Bank Muamalat Indonesia yang belum diketahiu
sampai saat ini. Oleh karena itu DPLK BMI perlu



mengetahui apa tanggapan dan harapan nasabah
sehingga dapat lebih memperbaiki yang kurang pada‘
saat ini, dan meningkatklan yang sudah baik dimasa
yang akan datang,

6. Analisis Perilaku Dana Pensiun Dan Tabungan Hari
Tua Atau Jaminan Hari Tua (Studi Kasus: PT.
BANK CENTRAL ASIA Tbk). Oleh Polma Lisva
Zuesty Marbun, tahun 2006, penerbit Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi Perbanas Jakarta.

Permasalahan yang di teliti dalam skripsi ini
mengenai mekanisme yang digunakan dalam
ketentuan undang-undang tentang adanaya Dana
Pensiun, Tabungan Hari Tua. Membahas akan topik
pada suatu manfaat Dana Pensiu, Tabungan Hari
Tua. Bahwa pada aplikasinya Dana Pensiun,
Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua pada PT
Bank Central Asia Tbk. Telah sesuai dengan.
peraturan perpajakan dan akuntasi yang berlaku yang

ditetapkan oleh pemerintah.

Sedangkan penelitian pada skripsi ini, lebih menekan
pembahasannya tentang Pengelolaan Dana Pensiun

Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum
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Islam. Tujuan penelitian kepustakaan dalam penulisan ini
agar penulis lebih mengembangkan aspek-aspek teoritis
maupun aspek manfaat praktsi dari Pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan Tentang Dana Pensiun dan Hukum
Islam. Penulis berharap dengan studi pustaka ini, penulis
mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam

terhadap masalah yang hendak penulis teliti.

Dalam Studi pustaka, penulis mencari informasi dari
berbagai macam buku referensi yang secara resmi telah
dipuplikasi atau telah menjadi pegangan dalam
mempelajari suatu bidang ilmu, surat kabar, majalah, dan

Internet.

F. Metode Penelitia
1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang
hendak dianalisis, penelitian ini merupakan penelitian
hukum yang bersifat yuridis normatif (kaedah-kaedah
hukum) yakni suatu penelitian yang terutama
menganalisi ketentuan-ketentuan hukum positif dan
hukum Islam yakni Fatwa DSN-MUI yang
berdasarkan hukum Islam maupun asas-asas hukum,

dengan melakukan penjelasan secara sistematis
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. Pendekatan Penelitian

ketentuan hukum dalam sebuah kategori hukum
tertentu manganalisis hubungan antara ketentuan
hukum menjelaskan dan memprediksi pengembangan
kedepan, membuktikan teori, dan mengembangkan
teori di mana pengumpulan data dan analisis data

berjalan pada waktu bersamaan.

Untuk menganalisis permasalahan yang ada
penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
komparatif, pendakatan perundang-undangan
dilakukan untuk menyingkap program dana pensiun
dalam sistem hukum di Indonesia. Untuk tujuan
tersebut akan dikaji peraturan perundang-undang

terkait dana pensiun.

Sementara pendekatan komparatif digunakan untuk
membandingkan antara dana pensiun menurut‘
peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam
yang bersumber dari Hukum Islam dan yangi

bersumber dari Undang-undang Dana Pensiun.
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3. Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif ,
bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan konsep dana pensiun di
Indonesia , yaitu sesuai dengan hukum positif Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun.
Sedangkan untuk menggali konsep dana pensiun sesuai
Hukum Islam akan digunakan fatwa DSN MUI Fatwa
DSN-MUI Nomor 88/ DSN-MUI/ X1/ 2013 tentang
dana pensiun yang sesuai dengan hukum Islam dan
bahan buku primer berupa buku-buku hukum Islam
klasik dan moderen diantarnya buku hukum Islam
(lembaga keuangan syariah ).

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan
hukum yang diperoleh melalui studi pustaka (library
research). Melalui studi pustaka ini diharapkan akan
diperoleh bahan hukum yang terkait dengan kerangka
penelitian dan seluruh ruang lingkup aspek hukum yang

berhubungan penulis skripsi ini.
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Bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum
primer seperti buku-buku hukum, buku-buku ekonomi,

makalah dan karya ilmiah lainnya.

. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data pada penulisannya
skripsi ini adalah penélitian kepustakaan (library
research), yaitu data-data didapatkan melalui penelitian
terhadap literature yang ada kaitannya dengan penulis

skripsi ini.

- Teknik Analisa dan Impertensi Data

Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian
ini akan disajikan secara kuantitatif dengan pendekataﬁ
deskripsif-analitis. Analisa data dilakukan secara
menyeluruh dana merupakan satu kesatuan (holistic),
metode yang demikian ditempuh mengingat penelitian
ini tidak mementingkan kuantitatif datanya, tetapi lebih

mementingkan kedalam isinya.

. Teknik Penulisan

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini akan
merujuk pada “Buku Pedoman Penulis Karya Ilmiah
Skripsi, Tesis, dan Disertai Ilmu Al-Qur’an (1IQ)
Jakarta Tahun 2011 yang dirumuskan oleh Tim
Penyusun dari Institut Ilmu Al-Qur’an (11Q) Jakarta”.
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G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini menjadi sistematis dan lebih
mudah dipelajari, maka skripsi ini disusun dalam 4 bab,
yang diawali dengan:

Bab I. Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah,
Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodi
Penelitian dan Sistematika Penulis.

BAB II. Bab ini membahas tentang Pengertian Dana
Pensiun Konvensional dan Dana Pensiun Syariah.

BAB III. Bab ini membahas tentang Dana Pensiun
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dan
Hukum Islam, meliputi Dana Pensiun, Hukum Dana
Pensiun, Tujuan dan Fungsi Dana Pensiun, Macam-
Macam Dana Pensiun, Manajemen Pengelolaan Dana
Pensiun, Dan Hak Peserta Dana Pensiun.

BAB IV. Bab ini membahas tentang Ketentuan
Umum Pengelolaan Dana Pensiun Menurut Peraturan
PerUndang-undangan dan Hukum Islam. Meliputi
Analisi Persamaan dan Perbedaan antara Peraturan

perundang-undangan dana pensiun dan Hukum Islam.
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BAB V: Penutup, Bab ini berisikan tentang

kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil

penelitian.




BABV

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Dari analisis perbandingan tersebut diatas, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa:

1. Konsep Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang
Dana Pensiun merupakan program pensiun yang
menjanjikan manfaat pensiun bagi setiap masyarakat
yang sudah tidak bekerja lagi. Misalnya seseorang yang
tidak aktif lagi bekerja sebagai pegawai atau karyawan
di suatu perusahaan. Program dana pensiun tidak hanya
untuk  pegawai saja, namun semua orang bisa
mendapatkan uang pensiun dengan syarat-syarat
tertentu yaitu dengan mengikuti program dana pensiun.
Bila ia seorang pegawai/karyawan, maka ia punya dua
pilihan, yaitu mengikuti DPPK atau mengikuti DPLK.
Bagi yang mengikuti DPPK, biasanya dana pensiun
dipotongkan dari gaji bulanan. Lalu dikelola oleh
lembaga tertentu. Misalnya masalah pengelolaan dana

pensiun diinvestasikan untuk proyek-proyek halal atau

155




156

proyek yang tidak jelas, atau justru untuk yang haram,
seperti didepositokan dibank dan diserahkan kembali
beserta bunganya. Dana pensiun konvensional dalam
sistem Investasi deposito banyak mengandung unsur
riba. Sebab di dalam investasi deposito banyak
mengambil besarnya bunga (riba). Sedangkan Konsep
menurut Hukum Islam tentang Dana Pensiun syariah
adalah  membentuk program dana pensiun yang
berbasis syariah agar menjamin terselenggaranya
praktek pengelolaan secara syariah. Misalnya masalah
pengelolaan investasi deposito syariah menggunaka
akad mudharabah dimana akad mudharabah merupakan
akad kerjasama pemilik modal dengan pengusaha
(mudharabah), yang disepakati adalah jika untung maka
dilakukan pembagian keuntungan dengan proporsi yang
ditetapkan atau disepakati. Pada dana pensiun syariah
tidak menggunakan sistem bsunga karena setiap
transaksi yang lakukan harus sesuai dengan kaidah-
kaidah syariah, dimana transaksinya jelas pengelolaan

dan pembagiannya serta ada akad yang menyertainya.

. Analisis komparatif ketentuan dana pensiun menurut

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 dan Hukum

Islam tentang Dana Pensiun. Secara umum dana
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pensiun dalam menabung bagi yang sudah bekerja dan
sudah mencapai udia pensiun kedua sistem program
pensiun tersebut memiliki kesamaan, yaitu keduanya
sama-sama menjalankan program dana pensiun bagi
pegawai negeri atau pegawai swasta yang sudah tidak
bekerja lagi, atau program pensiun bagi yang bukan
karyawan yakni mengikuti tabungan dana pensiun di
lembaga keuangan seperti bank dan asuransi jiwa.
Dimana sistem ini sama-sama menolong masyarakat
untuk jaminan masa tuanya.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi
Kerja bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-
undang nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun
diperlukan ketentuan yang mengatur mengenai
pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan
penyelenggaraan Program Pensiun. Dan untuk
menyelenggarakan program pensiun oleh Dana Pensiun
Pemberi Kerja diperlukan ketentuan mengenai

kepengurusan, pengelolaan kekayaan Dana Pensiun,

penyedian Manfaat Pensiun secara berkesinambungan,
dan jaminan atas hak-hak peserta termasuk dalam hal

terjadi penangguhan pemupukan Manfaat Pensiun,
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pemisahan dan penggabungan serta likuidasi Dana
Pensiun Pemberi Kerja.

Jadi perbedaannya hanya seputar hak peserta
pensiun, manfaat pensiun dan investasi pensiun.
Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 hak
peserta pensiun apabila peserta meninggal maka akan
akan ditentukan peralihan hak warisnya. Dari segi aspek
manfaat ﬁensiun, peserta yang memenuhi persyaratan
berhak atas manfaat pensiun normal, manfaat pensiun
dipercepat dan pensiun ditunda, yang besarnaya di
hitung berdasarkan peraturan dana pensiun.Sedangkan
dari segi investasi, dana pensiun  konvensional
menggunakan investasi sesuai dengan peraturan
Otoritas Jasa Keuéngan (OJK) dimana tidak
menggunakan akad yang jelas sehingga dalam investasi
ini banyak terjadinya unsur gharar yang berakibat pada
unsur riba. Salah satunya investasi deposito. Sedangkan

menurut Hukum Islam yang telah mengeluarkan Fatwa
DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUV/XI/2013 yang sesuai

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Syariah yakni hak peserta pensiun, pada sistem
peralihan hak waris bagi peserta pensiun yang telah

meninggal disebut hibah mugayyadah. Dari segi
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manfaat pensiun yaitu peserta berhak menarik dana
miliknya dari dana pensiun syariah dan dana pensiun
syariah wajib menunaikan pada saat peserta mencapai
usia pensiun dipercepat, normal, dan ditunda. Serah
terima manfaat pensiun harus didasarkan pada
kesepakatan prinsip syariah. Sedangkan dari segi
investasi dana pensiun tidak boleh melakukan investasi
yang tidak sesuai dengan syariah dimana akadnya harus
jelas agar tidak terjadinya gharar dan sistem riba. Salah
satunya investasi deposito yang menggunakan akad
mudharabah. Akad mudharabah itu merupakan akad
kerja sama antara pemodal dan pengelola modal. Jadi,
dalam investasi dana pensiun syariah ini jelas dari segi
investasi dan akad yang digunakan. Dan sistem
pengelolaanya juga telah ada yang mengawasi yaitu

Dewan Pengawas Syariah (DPS).
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B. Saran-Saran

. Bagi peserta dana pensiun harus memahami betul

Sebagai catatan akhir dari penulis, ada beberapa saran

yang sekiranya dapat dijadikan masukan, serta bahan
pemikiran untuk program dana pensiun:

1. Bagi pihak perusahaan dan lembaga yaitu bagi

perusahaan harus memilih lembaga mana yang sesuai
dengan syariah yang dapat mengelola dana pensiun
pegawai atau karyawan pada perusahaan tersebut
dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan bagi
lembaga yakni harus menginvestasikan dana pensiun
pada akad yang jelas menurut syariah agar tidak
terjadinya gharar dan riba. Sehingga bagi masyaratkan
muslim tidak akan ragu lagi untuk menginvestasikan
dana pensiunnya jika dananya dikelola dengan sistem

yang halal.

bentuk-bentuk investasi yang akan diikuti agar jelas dan
tidak merugi. Baik dana pensiun konvensional ataupun ‘
dana pensiun syariah. Dan bagi pegawai atau karyawan |
swasta, dan peserta program pensiun agar dapat
menjadikan pemahaman dalam memilih produk

investasi dana pensiun yang dapat menguntungkan
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untuk hari tua dan tidak mengandung unsur riba dan

memiliki kejelasan dalam pengelolaan dana pensiunnya.
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